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Nama + PT. Mommilk Group Indonesia
Alamat + JL. Hasanudin No 57 Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta
‘Nomor Telepon
No Induk Berusaha 0220306940519

‘Dalam hal ini bertindak sebagai pemilik dan pemegang kuasa produk “ES TEH
NUSANTARA” dalam perjanian ini sclanjutnya discbut PIHAK PERTAMA.

Nama

‘Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Nomor Telepon

No. KTP

‘Dalam hal ini bertindak sebagai nama pribadi selaku mitra franchise “ES TEH
NUSANTARA” yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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Pasal 1
Syarat-
Syarat

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa untuk memenuhi scluruh persyaratan yang telah
ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA antara lain:

1. PIHAK KEDUA memiliki tempat usaha baik milik sendiri atau hak sewa.

2. Menyediakan pembayaran franchise scbesar terlampir yang harus disctor ke rekening
PIHAK PERTAMA scsuai dengan kescpakatan waktu antara kedua belah pihak.

3. Wajib membeli bahan baku ES TEH NUSANTARA yang sudah disediakan PIHAK
PERTAMA. (Scperti : Cup, Tutup, Bahan Baku Utama, Bubuk).

4. Tidak akan menyediakan dan menysjikan minuman lain dan atas usaha lain selain
‘minuman yang telah discpakati di dalam menu “ES TEH NUSANTARA” yang
ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
Sengketa dengan Pihak Kedua

PIHAK KEDUA tidak akan melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung PIHAK
PERTAMA bila PIHAK KEDUA terlibat tuntutan hukum dan/atau non hukum yang
dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan usaha“ES TEH NUSANTARA”cabang. yang
dikelolanya.

Pasal 3
Operasional Booth
1. Scjak perjanjian ini di tandatangani PIHAK KEDUA akan membuka dan
‘men; ikan“ES TEH NUSANTARA cabang.
Di

2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahkan alamat booth ke tempat lain
tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

3. Untuk jam  operasional  “ES  TEH  NUSANTARA®  cabang
dimulai dari jam 10,00 WIB - 21.00 WIB (menyesuaikan).





image4.png
4. Dalam hal PIHAK PERTAMA memberikan izin pemindshan lokasi booth, biaya
apapun yang timbul akibat perpindshan lokasi ditanggung oleh PIHAK KEDUA

5. PIHAK PERTAMA fidak akan membuka cabang dan atau memberikan ijin
pembukaan cabang booth ES TEH NUSANTARA lain dalam radius 1 (satu)
kilometer antara booth satu dengan booth yang lainnya.

6. PIHAK KEDUA tidak di perkennkan membuka cabang produk “ ES TEH
NUSANTARA” sccara scpihak. Penambahan cabang baru harus melalui proses

seperti di awal saat bergabung menjadi mitra.

Pasal 4
Kewajiban Pihak
Pertama

Selama perjanjian ini berlangsung PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

1. Memberikan panduan operasional pengelolaan“ES TEH NUSANTARA” kepada
PIHAK KEDUA dan menyediakan tata cara dan informasi tentang manajemen
pengelolaan dan teknik penyajian menu “ES TEH NUSANTARA™.

2. Memberikan konsultasi  gratis kepada PIHAK KEDUA apabila“ES TEH
NUSANTARA”cabang. ..berada dalam keadaan krisis yang dapat

menyebabkan  tutupnya  atau  berhentinya  bisnis  “ES  TEH
NUSANTARA”cabang. .
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Pada hari in bertempat di Kantor MOMMILK GROUP INDONESIA yang
beralamat di Jalan Hasanudin No 57 Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta. PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA scpakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama
Franchise “ES TEH NUSANTARA” dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA adalah pemilik dan pemegang kuasa brand “ES TEH
NUSANTARA”.

- PIHAK PERTAMA setuju memberikan izin dan membantu (..
) atas pemakaian nama,brand,produk serta kelengkapan penunjang lainnya yang
berhubungan dengan tentang kita, sesuai dengan ketentuan perusahaan.

- PIHAK PERTAMA memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk membukal
(satu) cabang“ES TEH NUSANTARA"di. yang beralamat di

- Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA dengan
nama“ES TEH NUSANTARA untuk itu PIHAK KEDUA dapat menggunakan merek
dan system kerja yang sudah diizinkan oleh PIHAK PERTAMA.

- Bahwa PIHAK KEDUA wajib membeli bahan pokok ( Bshan baku utama,
bubuk,Cup, tutup) dari PIHAK PERTAMA .

- Bahwa PIHAK KEDUA menjalankan serta mematuhi semua ketetapan dan
persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan di atas dengan ini PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA scpakat unfuk melaksanakan Perjanjian ini dalam bentuk kerjasama
franchise yang untuk selanjutnya discbut scbagai Perjanjian franchise dengan syarat-syarat
dan ketentuan sebagai berikut :
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Pasal 5
Kewajiban Pihak Kedua

1. Seluruh biaya pengadzan keperluan ES TEH NUSANTARA serta bahan-bahan baku
pembuat menu ES TEH NUSANTARA yang sesuai dengan standar PIHAK
PERTAMA serta biaya-biaya lainnya scperti pengadaan cup, seragam, formulir,
kwitansi dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha ES TEH
NUSANTARA, PIHAK KEDUA sepakat untuk membeli dari PIHAK PERTAMA
atas biaya dari PIHAK KEDUA sendiri.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban mencari pegawai untuk mengelola/menjalankan usaha
terscbut.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban mencari lokasi unfuk usaha terscbut dengan ukuran
‘minimal 1,5m x 2m.

4. PIHAK KEDUA dan pekerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA pada“ES TEH
NUSANTARA”cabang... ...yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib
mempelajari dan melaksanakan SOP dan video yang diberikan oleh PIHAK
PERTAMA .

5. Apabila PIHAK KEDUA ingin melakukan Take Over Booth, maka PIHAK KEDUA
‘wajib memberi informasi kepada PIHAK PERTAMA (ES TEH NUSANTARA)
‘mengenai kronologi secara detail.

Pasal 6
Penjualan

1. Dalam Perjanjian ini PIHAK KEDUA hanya dapat melakukan penjualan
‘minuman berupa minuman * ES TEH NUSANTARA” dengan resep dan standar
produksi schagaimana yang ditentukan olch PIHAK PERTAMA.

2. Pihak Kedua dilarang menjual produk lain selain produk yang telsh disediakan
PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK KEDUA dilarang memakai bahan baku sclain yang telsh di sediakan
PIHAK PERTAMA, karena SOP produk yang telah di tetapkan menggunakan bahan
baku yang telah di sediakan PIHAK PERTAMA
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4. PIHAK KEDUA dilarang menambahkan menu atau varian rasa baru tanpa seizin
PIHAK PERTAMA

5. PIHAK KEDUA sepakat bahwa harga jual “ES TEH NUSANTARA” di tentukan
oleh PIHAK PERTAMA dengan menyesuaikan lokasi dan tempat mitra

Pasal 7
Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku Sclama PIHAK KEDUA masih tetap aktif bermitra terhitung setelah
‘mulai beroperasinya usaha terscbut dan jika di kemudian hari ada tambahan syarat-syarat dan
ketentuan yang sebelumnya telah lebih dahulu discpakati oleh kedua belah pihak, maka akan
dibuat dan ditandatangani revisi perjanjian franchise sclanjutnya untuk melengkapi perjanjian
scbelumnya. Perpanjangan kontrak franchise fidak dikenakan biaya, apabila tidak di
temukannya pelanggaran.

Pasal
8
Kuasa

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-
waktu sesuai dengan keinginan PIHAK PERTAMA untuk memeriksa dan atau mengaudit
segala catatan dan pembukuan PIHAK KEDUA tanpa pengecualian apapun juga..

Pasal 9
Rahasia Dagang

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk merahasiakan sistem, manajemen dan cara-cara
pengelolaan“ES TEH NUSANTARA”cabang... yang didapat dari PIHAK
PERTAMA.
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Pasal 10
Pembatala

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karcna hal-hal berikut:.

1. Apabila PIHAK KEDUA bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika PIHAK
KEDUA dengan scgera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang
ditetapkan dalam perjanjian ini.

2. Apabila PIHAK KEDUA kedapatan membeli bahan-bahan kebutuhan operasional
(Seperti: Cup, Tutup, Bahan Baku Bubuk) diluar PIHAK PERTAMA (ES TEH
NUSANTARA) dan sudah diberikan peringatan ke-2 olch PIHAK PERTAMA maka
PIHAK PERTAMA berhak menarik label PIHAK KEDUA dan membatalkan
perjanjian kerjasama kemitraan tanpa adanya tuntutan ganti rugi dari PIHAK
KEDUA.

3. Apabila PIHAK KEDUA kedapatan menyalahgunakan namaliscnsi,label dari ES
TEH NUSANTARA yang di mana brand ES TEH NUSANTARA sudah terdaftar
secara resmi ( HAKI ) oleh PT. MOMMILK GROUP INDONESIA seperti yang telah
di scbutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (adalah
hak eksklusif pencipta yang timbul sccara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif
setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

4. Dalam hal perjanjian i diakhiri atau dibatalkan, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk

a. Tidak menutut dan meminta kembali Franchise fee dan biaya-biaya lain yang
sudah dikeluarkan.

b. Dengan segera dan secara tetap menghentikan penggunaan semua tanda/ label
PIHAK PERTAMA.

c. PIHAK KEDUA wajib memesan bahan baku minimal 200 porsi dalam kurun
waktu Dua bulan. Terhitung mitra aktifinon akif nya outlet dari PIHAK
KEDUA, Jika dalam kurun waktu Dua bulan tidak melakukan transaksi
pemesanan bahan baku maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan
perjanjian dengan PIHAK KEDUA secara sepihak.

d. PIHAK KEDUA dinyatakan non aktif sctelah tidsk adanya komunikasi yang
‘berjalan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

e. PIHAK KEDUA di nyatakan putus bermitra apabila terbukti menyalahi segala
ketentuan yang telah di sepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
termasuk ( SOP,penggunaan cuplisensi brand,bahan baku minuman,design
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Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul persclisihan diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan apabila tidak ada itikad baik dari kedua
belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan terscbut, akan diselesaikan secara hukum dan
Undang-undang yang berlaku,

Pasal 12
Penutup

‘Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan
schat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta dibuat rangkap2
(dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

‘Dibuat dan ditandatangani di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal. .

PIHAK KEDUA

Management Mommilk Group Indonesia
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